WALIKOTA TUAL
PROVINS!I MALURKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomeor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 periu ditetapkan Peraturan Walikola Tual tentang
 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 scbagai landasan

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014,
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b, bahwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana dimaksud pada hurual a, perlu menet

apkan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20145

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengearaan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kelus

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lenloaran Nesara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang:Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikssan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438}

I.Jndang—Und:a_ng Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provins Maluku (Lembaran Negara
Republil Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 fentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republifk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,

. Tambahan Lembaran Negara Nomor S587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walkil Kepala

Dacrah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2000 MNemor 10, Tambahan Lembaran Nesara Repubhk
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ¥edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416} sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keludngan Pimpinan dan Anseol Dewan Perwakilan Ralorat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 5007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
Peraturann Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 1entang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatmn 2005 Nomor 48, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4502];
Peraturan Pemerintash Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangars (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik ludonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4583); )

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pembinaan dan Pengawasan alas .Fen}re]enggaraau Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); I

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomeor 65 Tahun 2010 tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah NMomor 56 Tahun 2005
teritang Sistem Informast Keuangan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambalian Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor o165]);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9272}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 lentang Pedoman Pengulolwan heuangan Daeraby,
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangun Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Angearan Pendapatan dan Belamja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan danp
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kota Tual Nemor 03 Tahun 2009. tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keunangan Dacran (Lembararn
Daerah Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014
tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Ketangan Dacrah
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor TO81);

97 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual

Tahun Anggaran 2014;
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MEMUTUSEAN :

- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAITAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN

" elapkan
TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal |

\ngearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp422.527.755.243,00 bertambah sejumlah

W28 758 533.853,76 sehingsa menjadi Rp451.286.289.096,79 dengan nincian sebagai berikut :

1 'endapatan Daerah
a. Semula Rp 383.553.852.549,00
t. Bertambah [/ (Berkurang) _Rp 19.580.992.715,00
I Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 403.]34.545_2114.&1)

2. Belanja Daerah
a. Sernula Rp 422.527.755.243,00

b. Bertarnhah / [Berkurang) Rp 28.758.523.853,79
Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp 451.286.289.096,79

Rp (48.151.443.832,79)

Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan
3. Pembiayaan Daerah :

a. Pernerimaan
1). Semula Rp 38.973.902.694,00

2). Bertambah [ (Berkurang) Rp 9.177.541.138,79
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp 48.151.443.832,79

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah [/ (Berkurang) Rp ) 0,00 )

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan R 0,00
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_Rp  48.151.443.832,70

] ] p, Lebih Pembiayaan Anggaran Sciclah Perubahan | Rp 0,00
Pasal 2

i Perubahan APBD schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan 1.

Pasal 4
ini mulai bertaku pada tan~zal diundangkan.
¢ getiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraiar
Kota Tuoal.

an Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
Diundangkan di Tual - -
: wriggal 23 Oktober 2014
“IARIS DAERAH KOTA TUAL,

ALI WAFIE RAHAYAAN :
BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR
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